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MOTTO:

*,5csurigguliLnya sesudaih kesulitan itu ada kemudahan. Mgka apabila kamu telah 

5 c! esa f (dari sesuatu urusan), kerjakanSab dengan sunggub-«unggub (urusan) yang 

lafn, dan hanya kepada j uban^'Sah hendaknya kamu berharap."

(QS AJ J'TMgMvAs £-3)

‘Laut yang tenang tidak pernah rae/igh asilkan pelaut yang tangguh.*

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

'f Kedua orang tuaku tercinta 

f Keluarga besarku tercinta 

f Guru-guruku yang terhormat 

f Sahabat-sahabatku 

f Almamater yang ku banggakan
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zaman
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ABSTRAK

Sebagai salah satu pelaku kegiatan bisnis di sualu negara, perusahaan membutuhkan modal 
untuk menjalankan usahanya Modal tentunya diperoleh dari dari setoran para pendiri dan juga 
pinjaman dari bank berupa kredit. Dalam menjalankan usahanya, adakalanya perusahaan- 
perusahaan tersebut mengalami penurunan dan kesulitan keuangan sehingga tidak mempu memenuhi 
kewajibannya sementara waktu. Bank sebagai kreditur tidak serta merta melakukan tindakan hukum 
untuk mematikan usaha debitur, apalagi mengingat perusahaan merupakan sumber pendapatan 
masyarakat. Sepanjang usaha debitur dinilai masih memiliki prospek usaha yang baik dan debitur 
bersikap kooperatif, bank dapat melakukan tindakan penyelamatan dengan merestrukturisasi kredit 
macet tersebut. Berkaitan dengan upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit macet tersebut dalam 
ketentuan Pasal 7 butir c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- 
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dikemukakan bahwa: “Selain melakukan kegiatan
usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula:.....melakukan kegiatan
penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik 
kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia". Melalui 
kegiatan penyertaan modal sementara ini, maka kegagalan kredit itu oleh bank dapat dikonversi 
menjadi penyertaan modal sementara dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau jika 
perusahaan debitur tersebut telah memperoleh laba. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam 
skripsi ini adalah mengenai landasan/ dasar pengambilan keputusan bank melakukan kebijakan 
penyertaan modal sementara dan tindakan yang dilakukan oleh bank apabila telah lewat jangka waktu 
penyertaan modal selama 5 (lima) tahun, perusahaan debitur tidak mampu membayar/ membeli 
kembali saham tersebut. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif 
atau dikenal penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan 
pustaka atau data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan 
bahwa bank dalam melakukan kebijakan penyertaan modal sementara adalah harus berdasarkan 
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Karena perusahaan merupakan Perseroan 
Terbatas (PT) dan kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ yang 
merumuskan kebijakan serta yang mengoreksi keputusan Direksi. Selain itu kegiatan penyertaan 
modal sementara juga menyangkut kekayaan perseroan (membebani perseroan). Oleh harus dengan 
persetujuan para pemilik perseroan (pemegang saham) melalui keputusan Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS). Sedangkan tindakan yang dapat dilakukan oleh bank apabila telah lewat jangka 
waktu penyertaan modal selama 5 (lima) tahun, perusahaan debitur tidak dapat membayar/ membeli 
kembali saham hasil konversi kredit maka bank akan menghapusbukukan penyertaan modalnya. 
Kewajiban hapusbuku ini bersifat administratif sehingga penagihan terhadap debitur tetap dilakukan. 
Hasil tagihan pokok pinjaman dibukukan ke rekening penyisihan aktiva produktif, sedangkan tagihan 
bunga dibukukan sebagai pendapatan lain.

Kata Kunci:Penyertaan Modal, Perusahaan, Bank.
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BABI

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Dunia bisnis merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan di berbagai 

forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Ramainya pembicaraan 

masalah ini disebabkan karena kemajuan perekonomian merupakan salah satu 

tolok ukur kemajuan suatu negara. Kemajuan perekonomian pada era liberalisasi 

ditandai oleh kemajuan dunia bisnis. Pada era modem, kegiatan bisnis 

dilaksanakan oleh perusahaan besar. Perusahaan yang bergerak dalam dunia bisnis 

terdiri dari beragam perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang usaha, 

mulai usaha perdagangan, industri, pertanian, manufaktur, peternakan, perumahan,

i

1keuangan dan usaha-usaha lainnya.

Seperti telah disinggung di atas, perusahaan merupakan salah satu sendi 

utama dalam kebidupan masyarakat modem karena perusahaan adalah salah satu 

pusat kegiatan manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Di samping itu, 

perusahaan juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara (melalui 

berbagai jenis pajak dan pungutan lain), serta wadah penyaluran tenaga keija. 

Sebagai salah satu wadah penyaluran tenaga keija, maka dapat dikatakan bahwa 

perusahaan juga merupakan sumber pendapatan masyarakat. Hal yang teif£ndng~:

j
----- i---------------------- - i 5' ''1 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, edisi revisi, PT. Raja Grafihdo Pe 

Jakarta, 2009, hlm.l . iu*.

W
1

1



2

dari itu semuanya, menyangkut fungsinya yang pertama dari perusahaan adalah 

sebagai wadah guna penanaman modal (baik domestik maupun modal asing).

Perusahaan-perusahaan dapat melakukan kegiatan usahanya dengan baik 

apabila didukung oleh modal yang kuat, dengan organisasi yang solid serta 

perangkat hukum yang lengkap. Modal akan diperoleh terutama dari setoran para 

pendiri atau pesero, dan juga dari pinjaman atau kredit (dari bank, lembaga 

pembiayaan, pasar modal) dari dalam maupun luar negeri.

Perbankan merupakan sumber dana konvensional yang biasanya 

digunakan dalam dunia bisnis (termasuk bagi suatu perusahaan atau suatu grup 

% perusahaan) yang memerlukan dana dalam rangka restrukturisasi permodalannya.2 

Penyaluran dana perbankan kepada perusahaan yang lazim digunakan apa yang 

disebut dengan loan (pinjaman bank).3 Pinjaman tersebut diberikan Bank dalam 

bentuk kredit dengan disertai bunga.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

2 Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti

3 IbidMm 155.
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peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga.

Kredit perbankan yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan 

usaha dan atau pemenuhan kebutuhan konsumsi. Kredit ini diberikan kepada dunia 

usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan permodalan, dan kepada 

individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup, baik yang berupa barang 

maupun jasa.4

Kredit merupakan salah satu program bank untuk mewujudkan 

pembangunan nasional di bidang ekonomi, yang diharapkan dapat meningkatkan

kesejahteraan rakyat banyak. Kredit yang diberikan bank kepada masyarakat

mengandung resiko sehingga dalam pemberian kredit harus memperhatikan asas- 

asas perkreditan yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu sebelum 

memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap 

berbagai aspek khususnya dalam penilaian terhadap jaminan.5

Pemberian kredit oleh bank senantiasa dengan syarat-syarat tertentu untuk 

melindungi kepentingan bank. Sebagai contoh, bank meminta pihak debitur untuk 

memberikan jaminan. Pemberian jaminan ini dilakukan dengan suatu perjanjian 

antara pihak bank (kreditur) dengan debitur. Perjanjian ini memberikan kepastian

2006 hlm483hamad DjUmhana’ Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,

5 Ibid, hlra 361.
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kepada kedua belah pihak, dalam penyelesaian sengketa terhadap permasalahan 

yang mungkin timbul di kemudian hari.

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan asset bank. Kredit 

merupakan risk asset bagi bank karena asset bank itu dikuasai pihak luar bank 

yaitu debitur. Setiap bank menginginkan dan berusaha keras agar kualitas risk 

asset ini sehat dalam arti produktif dan collectable.

Suatu perjanjian kredit yang telah disepakati menimbulkan hak dan 

kewajiban secara timbal balik antara kreditur dengan debitur. Di satu pihak 

(kreditur) mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kredit (memberi 

pinjaman) sesuai dengan kesepakatan bersama dan berhak atas pengembalian dari 

debitur beserta bunganya. Demikian dengan debitur, mempunyai kewajiban untuk 

melunasi hutangnya beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan bersama dan 

berhak atas prestasi yaitu berupa pinjaman dari bank beserta fasilitas-fasilitas lain

sesuai perjanjian.

Namun, kredit yang telah diberikan kepada para debitur tidak selamanya 

berkualitas lancar dan selalu ada resiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat 

pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah atau Non Performing Loan 

(NPL).6 Banyak terjadi kredit yang diberikan menjadi bermasalah karena 

disebabkan berbagai alasan, misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit 

mengalami kemerosotan usaha, penurunan penjualan, kalah bersaing, adanya krisis 

moneter dan ekonomi dan adanya kesenganjaan debitur melakukan penyimpangan 

6 Sutamo, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2009,
hlm 263.
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dalam penggunaan kredit, yang mengakibatkan sumber pendapatan dari usaha 

tidak mencukupi bahkan gagal dalam mengembangkan usahanya. Hal ini tentu 

saja sangat merugikan pihak bank. Keadaan ini disebut dengan kredit macet yaitu 

ketidakmampuan debitur untuk mengembalikan pinjamannya yang disertai dengan 

suatu kontraprestasi berupa bunga kepada pihak bank dalam waktu yang telah 

ditentukan.

Setiap bank pasti menghadapi masalah kredit bermasalah/ kredit macet. 

Di Indonesia nilai kredit macet di Perbankan Indonesia mencapai sekitar Rp 1,28 

triliun dengan rasio 3,47 persen pada 2010. Ini terlihat dari data Bank Indonesia 

per akhir Januari 2010. Data BI menunjukkan, total kredit macet perbankan 

berjumlah Rp48,83 triliun atau naik sekitar Rpl,28 triliun. Kredit macet terbesar 

disumbang tiga sektor, yakni dari kredit perusahaan bidang listrik, elpiji, dan air. 

Di sektor listrik, nilai kredit macet tahun lalu yang hanya berjumlah Rpl8 miliar 

kini melonjak mencapai Rp601 miliar. Sementara dilihat dari kelompok pemilik, 

Bank Asing memiliki rasio kredit macet tertinggi yakni 8,42 persen.7

Total kredit macet di Indonesia mencapai Rp28,396 triliun pada akhir 

tahun lalu. Angka itu hanya 1,6 persen dari total kredit bank selama 2010 yang 

mencapai Rpl.765,84 triliun. Kredit macet masuk dalam komponen kredit 

bermasalah atau non performing loan perbankan, yang mencapai Rp45,241 triliun 

atau 2,56 persen pada tahun 2010. Sektor penyumbang kredit bermasalah terbesar

7http-7/www,metrotvnews.com/metromain/newsvideo/2010/04/12/10^?^9^r^^-\>io^ 
_rahunrlni-Mencapai-Rp 1 -28-Triliun diakses tanggal 4 Maret 2011 pukul 09.00 WIB.

1
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adalah perdagangan, restoran, dan hotel, dengan nilai Rp 12,662 triliun disusul 

sektor manufaktur sebesar Rp 10,238 triliun.

Menurut B ambang Setijoprodo, untuk mengatasi keadaan tersebut, maka 

pihak bank tidak tinggal diam, karena keadaan tersebut bisa melumpuhkan dunia 

usaha karena debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, 

berkaitan dengan kredit yang diterimanya, kepada dunia perbankan. Keadaan 

tersebut juga sangat merugikan pihak bank. Mengingat peran penting sistem 

perbankan yang sehat sebagai financial intermediary institution yang dapat 

mendukung kelancaran system pembayaran nasional dan mentransmisikan 

kebijakan moneter.9

Bank sebagai kreditur tidak serta merta melakukan tindakan hukum untuk 

mematikan usaha debitur dengan melakukan eksekusi terhadap aset-aset debitur. 

Kalau terjadi eksekusi, akibatnya debitur kehilangan segala-galanya dalam 

perusahaan itu. Bank sedapat mungkin akan menghindari tindakan hukum berupa 

legal action atas aset debitur, karena bagaimanapun debitur adalah mitra usaha 

yang penting bagi Bank dalam meningkatkan pendapatan bank. Karena itu Bank 

sebagai kreditur memiliki kewajiban untuk membina dan memberikan bantuan

8

.http://wyAv._metrotvncws.coni/metromain/ncwsvidco/2011 /02/16/177S7 W redit-Macet -di 
Indpnesia-Rp28-396-Triliun diakses tanggal 4 Maret 2011 pukul 09.20 WIB. ~ ~

9 B ambang Setijoprodjo. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Restrukturisasi Kredit, 

Majalah Hukum Nasional. Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah, Jakarta, hlm 26.

http://wyAv._metrotvncws.coni/met
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debitur dalammanajemen serta memberikan keringanan kepada para 

menyelesaikan hutangnya. Meskipun kredit yang diberikan debitur dalam kualitas 

macet, tetapi sepanjang usaha debitur dinilai masih memiliki prospek usaha yang 

baik dan debitur kooperatif dalam menyelesaikan kredit macet tersebut maka 

kreditur akan melakukan restrukturisasi kredit macet tersebut. 10

Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau non performing loan 

(NPL) apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang 

lancar, diragukan, atau macet.11 Untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat 

nonstruktural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi 

berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan 

tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan 

fasilitas kredit, dan/ atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.12 

Sedangkan untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat struktural pada umumnya 

tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi sebagaimana kredit bermasalah 

yang bersifat nonstruktural, melainkan harus diberikan pengurangan pokok kredit

Indonesia

No. 7/2/PBI/2005 agar usahanya dapat beijalan kembali dan pendapatannya 

mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Dalam menyelesaikan kredit bermasalah dapat ditempuh dua cara atau 

strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan

(haircut) sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Bank

10 Sutamo, Op,Cit., hlm 7
12 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2008 hlm 75 

Ibid, hlm 75.
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penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui 

perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai 

debitur, sedangkan penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum seperti 

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Pengadilan atau Direktorat Jendral Piutang 

dan Lelang Negara, melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa.13

Mengenai upaya penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan 

sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum. Secara operasional penanganan 

penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu:14

a. Penjadwalan kembali (rescheduling)

yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau 

jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya 

angsuran maupun tidak.

b. Persyaratan kembali (reconditioning)

yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak 

terbatas pada perubahan jadwal pembayaran jangka waktudan 

persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum 

saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi 

penyertaan bank.

atau

13 Ibid, hlm 76
14 Muhamad Djumhana, Op. 07, hlm 553.
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c. Penataan kembali (restructuring)

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank; 

dan/atau konversi seluruh atau sebagian dar kredit menjadi penyertaan dalam

perusahaan.

Berkaitan dengan upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit macet 

tersebut dalam ketentuan Pasal 7 butir c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

dikemukakan bahwa:

“Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
Bank Umum dapat pula:... melakukan kegiatan penyertaan modal sementara 
untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan 
berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali 
penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 butir c Undang-Undang No. 10 Tahun

1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan dan 

penjelasannya menunjukkan bahwa apabila teijadi kegagalan kredit atau kegagalan 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah oleh debitur maka bank dapat melakukan 

penyertaan modal yang bersifat sementara yang dilakukan dengan cara konversi 

kredit menjadi modal dalam perusahaan debitur yang mana setelah jangka waktu 

tertentu setelah perusahaan nasabah debitur memperoleh laba, bank akan menarik 

kembali penyertaannya. Dalam hal ini, bank sebagai kreditur melihat bahwa 

debitur mempunyai itikad baik dan kooperatif juga perusahaan debitur dinilai 

masih cukup potensial untuk dapat mengembangkan usahanya serta memiliki 

prospek usaha yang baik di masa yang akan datang, maka bank dapat melakukan
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kebijakan penyertaan modal sementara kepada perusahaan debitur. Dengan 

penyertaan modal ini, bank mengkonversikan piutangnya menjadi modal berupa 

saham pada perusahaan debitur. Hal ini akan berakibat perusahaan debitur tidak 

lagi memiliki beban utang sehingga dapat mengkonsentrasikan pada pembenahan 

dan konsolidasikan perusahaan. Namun demikian tetap pula perlindungan hukum 

bagi penyerta modal tersebut

Berdasarkan uraian latar belakang yang di kemukakan diatas, maka 

penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam untuk menuangkannya dalam 

bentuk skripsi dengan judul : “ANALISIS TENTANG KEBIJAKAN

PENYERTAAN MODAL OLEH BANK SEBAGAI KREDITUR GUNA

PENYELAMATAN PERUSAHAAN NASABAH DEBITUR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini

adalah:

1. Apakah dalam kebijakan penyertaan modal sementara dapat dilakukan oleh 

Direksi saja, atau harus didasarkan pada Keputusan RUPS (Rapat Umum 

Pemegang Saham)?

2. Bagaimanakah tindakan yang dilakukan oleh Bank apabila telah lewat 

jangka waktu penyertaan modal, perusahaan debitur tidak 

membayar/ membeli kembali saham tersebut?

mampu
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C. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi yang beijudul “Analisis Tentang Kebijakan 

Penyertaan Modal Oleh Bank Sebagai Kreditur Guna Penyelamatan Perusahaan 

Nasabah Debitur”, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu pada dasar 

pengambilan keputusan kebijakan penyertaan modal sementara oleh bank terhadap 

perusahaan nasabah debitur dan tindakan yang mungkin dilakukan oleh bank 

sebagai kreditur apabila telah lewat jangka waktu penyertaan modal, perusahaan 

nasabah debitur belum mampu membayar/ membeli kembali saham hasil 

pengkonversian utangnya tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penulisan

skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan landasan/ dasar pengambilan keputusan Bank dalam 

melakukan kebijakan penyertaan modal sementara terhadap perusahaan 

nasabah debitur.

2. Untuk menjelaskan tindakan yang dapat dilakukan Bank apabila telah 

lewat jangka waktu penyertaan modal, namun perusahaan nasabah 

debitur tidak mampu membayar/ membeli kembali saham tersebut.



12

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam yang diharapkan didapat dalam penulisan skripsi ini

E.

adalah:

a. Secara Teoritis

Tulisan ini sebagai sumbangan pemikiran yang berguna untuk 

memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum, terutama hukum 

perbankan dalam hal penyelamatan kredit dengan upaya restrukturisasi 

melalui penyertaan modal sementara.

b. Secara Praktis

Tulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi para

pembaca terutama kalangan praktisi dan perbankan serta mahasiswa

yang berkepentingan terhadap perkembangan hukum perbankan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian hukum normatif atau dikenal penelitian hukum kepustakaan15 yaitu 

penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data empirik yaitu data primer yang 

diperoleh langsung dari masyarakat, yang dalam hal ini diperoleh penulis dari 

hasil wawancara langsung kepada pihak/ instansi yang terkat dengan

SiSK? insX’7T ■ NorMf- S‘m
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permasalahan diatas untuk menunjang studi kepustakaan yang telah dilakukan

penulis.

2. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dan . 

a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian 

bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Peraturan 

Perundang-Undangan, yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, Undang-Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004

Tentang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor

5/10/PB1/2003 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyertaan 

Modal, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti karya ilmiah, tulisan ilmiah, surat kabar, buku- 

buku pedoman, dan sebagainya.
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3) Bahan Hukum Tersier

memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi kamus, 

ensiklopedia, internet, dan sebagainya.

b. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data 

primer ini digunakan untuk mendukung data sekunder. Data primer yang 

diperlukan berupa keterangan/ informasi tambahan sebagai data penunjang 

diperoleh melalui wawancara pada instansi yang terkait dengan 

permasalahan pada skripsi ini. Jadi dalam memperoleh keterangan/ dataJ 

infomasi di lapangan, orang yang akan dijadikan responden dipilih dari

Yaitu bahan yang

yang

orang-orang yang bidang tugasnya, keahliannya dan pengetahuannya

terkait dengan penelitian ini, yaitu pihak Bank. Dalam hal ini, PT. Bank

Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor wilayah Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan 

dalam penulisan skripsi ini adalah Studi Kepustakaan dengan 

mengumpulkan, mempelajari litratur-literatur berupa artikel ilmiah, media 

cetak, bahan-bahan perkuliahan, peraturan perundang-undangan yang terkait, 

serta bahan pustaka lainnya guna mendapatkan bahan teoritis yang akan 

membantu penulis serta dengan wawancara terstruktur dengan instansi

mencari,

atau
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pihak-pihak yang terkait mengenai permasalahan yang akan penulis bahas 

dengan suatu daftar pertanyan yang telah disiapkan terlebih dahulu.

4. Analisis Bahan Hukum

Adapun analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu analisis

data yang dilakukan berdasarkan kualitas data untuk memperoleh gambaran

permasalahan secara dalam dan komprehensif. D iman a data primer yang

didapat diolah menurut cara-cara analitis menurut penafsiran hukum dan data

sekunder yang didapat kemudian dikumpulkan dan dianalisis serta diolah 

menurut penafsiran hukum untuk kemudian ditarik kesimpulan dari 

permasalahan pokok penelitian ini.
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